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ABSTRAK 

AFIYATUL LUTFIYANA. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi 

Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap 

Good Governance Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan 

Adanya berbagai kasus korupsi dan permasalahan dana desa di Indonesia 
yang berdampak pada pembangunan desa serta tata wilayahnya dalam menuju tata 
kelola desa yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh dari 
kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan dana desa terhadap good governance di Kecamatan Tirto. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis SEM-
PLS yang diolah dengan software SmartPLS 3.0. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner serta menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang 
digunakan dalam penelitian berjumlah 96 orang yang terdisi dari aparatur desa di 
Kecamatan Tirto. 

Ditemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa dan Akuntabilitas 
pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap good governance. Sedangkan 
partisipasi masyarakat dan Transparansi tidak mempengaruhi good governance di 
Kecamatan Tirto. 

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, 
Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance. 
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ABSTRACT 

There are various cases of corruption and problems with village funds in 

Indonesia which have an impact on village development and regional planning 

towards good village governance. The purpose of this study was to examine the 

influence of village apparatus competence, community participation, 

transparency and accountability of village fund management on good 

governance in Tirto District. This research is quantitative by using the SEM-

PLS analysis tool which is processed with SmartPLS 3.0 software. The type of 

data used is primary data with data collection techniques using the 

questionnaire method and using purposive sampling techniques so that the 

sample used in the study totaled 96 people consisting of village apparatus in 

Tirto District.The result found that the competence of the village apparatus 

and the accountability of managing village funds had an effect on good 

governance. Meanwhile, community participatiom and transparency do not 

affect good governance in Tirto District. 

Keywords: Village apparatus competence, Community Participation, 
Transparency, Accountability, Good Governance. 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز
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 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ...

  Fathah dan wau au a dan u وْ...

 

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ -

 fa`ala  فَعَلَ -

 suila  سُئِلَ -

 kaifa  كَيْفَ -

 haula حَوْلَ -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا...ى...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و...

 

Contoh: 

 qāla  قَالَ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ -

 yaqūlu  يَقُوْلُ -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ -

 /al-madīnah al-munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ -

al-madīnatul munawwarah 

 talhah    طَلْحَةْ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَزَّلَ -

 al-birru  البِرُّ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ -

 al-qalamu الْقَلَمُ -

 asy-syamsu الشَّمْسُ -

 al-jalālu الْجَلاَلُ -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

 



xix 

Contoh: 

 ta’khużu تَأْخُذُ -

 syai’un شَيئٌ -

 an-nau’u النَّوْءُ -

 inna إِنَّ -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجرَْاھَا وَ مُرْسَاھَا -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
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kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

o ٌاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم  Allaāhu gafūrun rahīm 

o لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا  Lillāhi al-amru jamī`an/ 

Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari seperangkat ketentuan yang 

menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam berperan. Sebagaimana yang 

diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa selaku 

kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah berhak untuk 

mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan kepentingan warga hak 

keturunan serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem 

ketatanegaraan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Perihal ini mengartikan 

dalam Undang- Undang, desa itu mempunyai cita- cita demi menciptakan 

desa yang maju, kokoh, mandiri, serta demokratis. Dalam mewujudkan cita-

cita tersebut, hal yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan 

dan memberdayaan masyarakat desa. Dengan terlaksananya pemberdayaan 

tersebut maka impian masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan 

hukum yang berwenang dalam keefektifan keuangan serta aset desa dapat 

terwujud, sehingga masyarakat lebih sejahtera. 

Menurut Mardiasmo (2018) good governance  adalah penyelenggaraan 

manajemen dengan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sesuai 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pelaksanaan good 

governance memerlukan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Sulistiyani 

2004 dalam Riyanto et al., (2021) menyatakan bahwa kunci terlaksananya 
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tata kelola pemerintah yang baik yaitu terdapatnya Transparansi dan 

Akuntabilitas. Karena suatu bangsa tidak bisa dikatakan maju dan sejahtera 

apabila tidak ada akuntabilitas dan tranparansi dalam memberikan layanan 

publik yang bermutu di suatu lembaga pemerintah. Selain itu membangun 

akuntabilitas dalam pelaporan kinerja dan pembangunan secara transparan 

perlu dilakukan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya 

(Nainggolan, 2022). 

Hal tersebut sepemikiran dengan peneliti sebelumnya yaitu Ivanovik  et 

al., (2022), Asmoro & Setianingsih, (2019) dan Nugroho et al., (2019) yang 

mengemukakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi good governance secara 

signifikan. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Prabawa et 

al., (2020) dan Iswahyudi et al., (2017) yang  mengemukakan Akuntabilitas 

pengelolaan keuangan tidak mempengaruhi upaya mewujudkan good 

governance secara positif dan signifikan. 

Selain itu adanya kasus di Desa Pacar Kecamatan Tirto yang dilakukan 

oleh Gerakan Warga Peduli Desa Pacar (GEWAPEPPA) pada tanggal 26 Juni 

2020 untuk menuntut transparansi rencana anggaran biaya terkait 

pembangunan lapangan bola voli karena kurangnya keterbukaan pihak 

pemerintah desa terhadap warga dalam pembangunan lapangan tersebut. 

Warga curiga dengan anggaran 277 juta, karena dari jumlah anggaran tersebut 

warga menganggap pembangunan lapangan bola voli tersebut tidak sesuai 

dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Hal tersebut diketahui dengan 

perkataan saksi ahli proyek yang menyatakan pembangunan lapangan bola 
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voli tidak menghabiskan dana sebesar itu. Warga menuntut pemerintah Desa 

Pacar untuk terbuka terkait anggaran pembangunan lapangan bola voli. Dari 

kejadian tersebut Camat Tirto Agus Dwi  Nugroho mengatakan bahwa kasus 

tersebut agar tidak terulang kembali dan menjadikan pelajaran bahwa 

transparansi sangat penting dilaksanakan (Rendi Ahmad, 2020). 

Dari pernyataan di atas mengandung arti bahwa transparansi merupakan 

bagian yang penting dalam  mewujudkan good governance suatu 

pemerintahan. Dengan transparansi maka suatu keadilan dapat tumbuh 

apabila diimbangi dengan keterbukaan di setiap kebijakan maupun keputusan. 

Hal tersebut sepemikiran dengan penelitian Asmoro & Setianingsih, (2019), 

dan Rijal et al., (2021), Iswahyudi et al., (2017) yang mengemukaan 

Transparansi mempengaruhi good governance secara positif dan signifikan. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sukmawati & Nurfitriani, 

(2019) yang mengemukakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi 

pengelolaan dana desa. 

Selain akuntabilitas dan transparansi, aparatur desa juga merupakan 

faktor terpenting dalam menciptakan good governance. Berkaca dari adanya 

kasus kepala desa dan bendahara desa Glandang kecamatan Bantar Bolang 

Pemalang yang korupsi dana desa dengan membuat rekayasa proyek 

pembangunan pada tahun 2018-2019 yang mengakibatkan kerugian dana desa 

sebesar Rp.570 juta (Demokrasi, 2023). 

Dari kasus di atas menjelaskan bahwa aparatur desa sangat berperan 

penting dalam terciptanya tata kelola yang baik di suatu wilayah. Jika 
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aparatur desa itu sendiri melakukan tindakan menguasai atas dana desa 

tersebut untuk kepentingan pribadi  maka implementasi tata kelola yang baik 

dalam wilayah tersebut tidak akan tercapai. 

Hal tersebut juga sepemikiran dengan Wulandari, (2021) bahwa dalam 

suatu pemerintahan harus terdapat aparatur pemerintah desa yang mempunyai 

kompetensi memadai mengenai pengelolaan keuangan desa,  hal ini 

mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, 

karena melihat nominal dana desa yang sangat besar memungkinkan 

terjadinya peluang kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa.  

Selain upaya pencegahan terjadinya kecurangan, aparatur desa yang 

memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan dana desa juga bisa 

menjadikan  terlaksananya good governance dalam suatu pemerintahan 

tersebut. Hal itu sependapat Wafa dkk., (2020) dan  Erliyanti et al., (2022), 

Ardiyanti & Supriadi, (2018) juga mengemukakan kompetensi aparatur 

pemerintah mempengaruhi implementasi Good Governance secara positif dan 

signifikan. Namun pendapat tersebut berbeda dengan penelitian Afandi et al., 

(2019) yang mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak 

mempengaruhi good governance. 

Dalam Sulaeman et al., (2019) Selain membutuhkan aparatur desa yang 

memiliki kompetensi baik, partisipasi masyarakat juga merupakan bagian 

penting dalam pemerintahan.  Karena dengan mengajak  masyarakat andil 

dalam pemerintahan adalah bentuk  dari suatu proses yang dapat 

mengakomodasi masyarakat untuk mulai menyadari akan situasi problematis 
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yang mereka hadapi dan mencoba diha mencari jalan keluar yang dapat 

digunakan dalam  memperbaiki masalah tersebut. Partisipasi mayarakat juga 

merupakan salah satu wujud good governance yang menjadi kebutuhan 

mutlak  dalam  masyarakat. Dengan partisipasi,  masyarakat bisa  

mengembangkan suatu pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik.  

Artinya, berbagai proses pemerintahan berfungsi secara efektif dan 

efisien dalam kerangka pemerintahan, baik dalam proses perumusan tingkat 

prestasi kerja, maupun dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan 

sumber daya manusia, serta telah terbukti meningkatkan kesejahteraan. Hal 

tersebut sependapat dengan pemikiran, Ivanovik dkk., (2022), Wafa. et al., 

(2020) Erliyanti dkk., (2022), Wardani et al., (2019) dan Nugroho dkk., 

(2019) yang berpendapat partisipasi masyarakat mempengaruhi implementasi 

good governance secara positif dan signifikan. Namun pemikiran itu berbeda 

dengan penelitian Iswahyudi et al., (2017) yang mengemukakan partisipasi 

berpengaruh negative terhadap good governance. Dan Ultafiah, (2017)  

menjelaskan partisipasi tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa. Karena 

mengikutsertakan masyarakat tidak selalu menunjukkan pengelolaan dana di 

desa tersebut baik. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan No. 2 Tahun 2021 Pasal 4 

terkait Pengalokasian, Penetapan Isi, Tata Cara Pengalokasian dan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, bahwasanya alokasi 

dana desa dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan 

memperhatikan keadilan dan kepatutan serta kepentingan masyarakat.  

Alokasi Dana Desa dapat dikelola secara teratur, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, secara efisien, ekonomis, terbuka, dan 

bertangung jawab dengan mempehatikan rasa keadilan dan pemerataan serta 

kemaslahatan masyarakat. Dan prinsip penggunaan alokasi dana desa sesuai 

pada Pasal 5 menjelskan alokasi dana desa digunakan khusus untuk 

mendanai  penyelenggaraan pemerintahan yang sah dan diatur 

dan dikelola oleh desa (Peraturan BUPATI, 2021).  

Selain itu, Kasi inter kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan Adhi  

Candra juga menegaskan terkait dana desa dan alokasinya itu bukan 

kekuasaan pribadi kepala desa. Hal ini dikarenakan mayoritas kepala desa 

yang beranggapan bahwa dana desa dan alokasi seluruhnya dikuasai dan 

dikelola oleh kepala desa. Adhi Candra menyampaikan Kepala/ pemimpin 

desa yang bertanggung jawab atas perkiraan pengelolaan dana desa, 

namun kepala desa harus menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan  

regulasi yang ditetapkan.  Dan mengingatkan agar pengelolaan dana desa 

dan pengalokasian dana desa di musyawarahkan kepala desa  dengan 

mengundang BPD. (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan 

tokoh agama serta proses pencairan dana desa harus melalui sistem yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan dana desa 

juga harus sesuai dengan kebutuhan desa (Lubis, 2022).  Di bawah ini 

merupakan rincian dana desa di kecamatan Tirto Tahun 2021. 
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Tabel 1.1 Rincian Dana Desa 

No Nama Desa Dana Desa 

Tahun 2020 

Dana Desa 

Tahun 2021 

Presentase 

(%) 

1 Wuled 336.666.000 334.576.000 -0,621% 

2 Ngalian 315.829.000 315.171.000 -0,208% 

3 Pandanarum 353.988.000 355.260.000 0,359% 

4 Karanganyar 343.882.000 346.558.000 0,778% 

5 Silirejo 402.174.000 401.103.000 -0,266% 

6 Pucung 326.939.000 327.602.000 0,203% 

7 Dadirejo 468.073.000 434.671.000 -7,136% 

8 Sidorejo 400.012.000 401.541.000 0,382% 

9 Curug 340.749.000 339.144.000 -0,471% 

10 Tanjung 296.966.000 296.672.000 -0,099% 

11 Samborejo 418.999.000 418.624.000 -0,089% 

12 Pacar 347.089.000 346.237.000 -0,245% 

13 Karangjompo 386.333.000 382.076.000 -1,102% 

14 Tegaldowo 383.798.000 383.401.000 -0,103% 

15 Mulyorejo 352.044.000 355.690.000 1,036% 

16 Jeruksari 413.130.000 408.150.000 -1,205% 

Total Dana Desa 5.886.671.000 5.846.476.000 -0,683% 

(Sumber : Peraturan BUPATI, 2021) 

Tabel di atas menunjukan jumlah alokasi dana desa  dan presentase 

kenaikan atau penurunan dana desa yang dialokasikan ke 16 desa di 
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Kecamatan Tirto pada Tahun 2020-2021. Besaran dana desa ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa sesuai prinsip-

prinsip good governance yang ditetapkan sehingga dapat tercapainya tata 

kelola yang baik. Selain itu anggaran dana yang sudah diterima oleh seluruh 

desa di Kecamatan Tirto ini, diharapkan dapat direalisasikan secara maksimal 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa setempat yang diatur dan 

diurus oleh desa. Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi yang pada 

akhirnya akan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, dan dana 

desa digunakan atau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Tirto 

berjalan dengan baik dan terealisasi secara maksimal sehingga mampu 

menciptakan good governance. 

Penelitian ini dilakukan di seluruh desa Kecamatan Tirto Kabupaten 

Pekalongan karena  masih minimnya penelitian yang dilakukan pada desa di 

Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Di samping itu berdasar pada data 

dana desa dan alokasinya tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui 

prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa 

sehingga tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dana desa.  

Hal tersebut merupakan pembelajaran adanya permasalahan kasus 

korupsi pada Pengelolaan dana desa di kecamatan Tirto yang terjadi pada 

Kepala desa Sidorejo periode 2013-2019 yang  terjerat kasus korupsi dengan 

memperkaya diri sendiri senilai Rp.170,6 Juta. Selain itu Kepala desa 

Sidorejo juga  tidak pernah mengirimkan laporan pertanggung jawaban dana 
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desa Sidorejo tahap 1 yang berimbas pada tidak cairnya dana desa tahap II 

dan Tahap II dan menjadikan pembangunan di desa Sidorejo terhambat (Info 

Plus, 2020). 

Tindakan yang dilakukan kepala desa Sidorejo tersebut dinilai bertolak 

belakang dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan menteri dalam negeri tahun 2014 

yang membahas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa dana 

desa dikelola bersadarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipasif 

serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Karena pada dasarnya pengelolaan 

dana desa yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup masyarakat sehingga dapat tercapainya tata kelola 

wilayah yang baik. 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan permasalahan di atas 

penulis menjadikan tema ini sebagai penelitian dengan mengangkat judul 

“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap 

Good Governance di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah 

penulis pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa mempengaruhi good governance ? 

2. Apakah Partisipasi Masyarakat mempengaruhi  good governance ? 

3. Apakah Transparansi mempengaruhi terhadap good governance ? 
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4. Apakah Akuntabilitas pengelolaan dana desa mempengaruhi good 

governance ? 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan 

alokasi dana desa terhadap good governance 

2. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi 

dana desa terhadap good governance 

3. Menganalisis pengaruh transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa 

terhadap good governance 

4. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap good 

governance 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dapat memberikan wawasan para akademisi 

tentang tata kelola wilayah yang baik. Sehingga penelitian ini bisa 

memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

good governance. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

berkontribusi untuk pengembangan kebijakan sehingga penerapannya 

lebih transparan dan tidak ada perbedaaan pandangan antara pemerintah 

serta masyarakat.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti dan Mahasiswa 

Bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa diharapkan penelitian 

ini bermanfaat dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang tata kelola wilayah yang baik dalam pengelolaan alokasi 

dana desa yang dinilai dari kompetensi, partisipasi masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitasnya. 

b. Bagi masyarakat 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk 

mengetahui bagaimana mengelola wilayah yang baik dan tentang 

mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dari kompetensi, 

partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabel itu sendiri. 

Sehingga masyarakat kedepannya lebih mengetahui bagaimana 

transparansi, akuntabilitas pengaruh alokasi dana desa terhadap 

pencapaian good governance suatu wilayah baik dari 

perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa 

serta masyarakat bisa lebih mengawasi pemerintah desa dalam 

menggunakan alokasi dana desa dengan baik dan maksimal. 

E. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang akan dibagi menjadi 

beberapa sub bagian. Dibawah ini merupakan taksonomi penulisan yang akan 

digunakan: 
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1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab I akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaatnya yang akan dibahas pada sub bab I bagian 

pendahuluan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori/ telaah pustaka, 

hipotesis dan kerangka berpikir yang akan dibahas pada sub bab II 

kerangka teori. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Bagian ini memaparkan mengenai metodologi penelitian apa yang 

dugunakan dalam penelitian dan uji yang akan dilakukan, jenis 

penelitian, variable apa yang digunakan dalam penelitian dan populasi 

maupun sampel yang digunakan seperti sumber data dan uji statistik yang 

digunakan (Ghozali, 2020). 

4. BAB IV Pembahasan 

Paembahasan memaparkan hasil dari pengujian yang dipaparkan dalam 

metodologi penelitian dan di bahas pada sub bab analisis dan 

pembahasan. Pada bab ini juga akan menjelaskan dampak variabel 

independen terhadap variable dependen terkait pengelolaan dana desa 

terhadap pencapaian good governance. 
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5. BAB V Penutup 

Pada bab ini memaparkann terkait kesimpulan hasil pengujian atau 

pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu pada 

bagian ini juga membahas mengenai saran kepada peneliti selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Good Governance di Kecamatan Tirto 

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Good Governance di Kecamatan Tirto 

3. Transparansi bepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Good 

Governance di Kecamatan Tirto 

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Good Governance di Kecamatan Tirto 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penulis tentunya masih memiliki kekurangan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang 

peneliti sadari antara lain:  

1. Keterbatasan responden karena banyaknya responden yang tidak selalu 

berada di kantor pemerintahan dan membuat peneliti tidak bisa 

mengawasi semua responden dalam mengisi kuisioner.  

2. Keterbatasan objek dalam penelitian karena ada beberapa wilayah di 

kecamatan Tirto yang terendam rob dan banjir sehingga akses untuk 

menuju wilayah tersebut susah dan sangat terbatas. 
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3. Berdasarkan penelitian diperoleh nilai R-squared sebesar 0,463 yaitu 

46,3% variabel independen yang mempengaruhi good governance. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang 

lebih kecil terhadap good governance dibandingkan dengan variabel 

lainnya.  

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan penelitian maka ada beberapa 

saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian dan bisa 

menggunakan objek yang belum pernah di teliti sebelumnya. 

2. Mencari referensi terbaru dan mengembangkan penelitian dengan 

menambah variabel tambahan seperti kekuasaan aparatur desa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti terkait pengaruh kepala desa 

dalam pengelolaan sumber daya terhadap implementasi good 

governance. 

4. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan teknik wawancara untuk 

melengkapi agar tidak hanya menggunakan kuisioner saja sehingga dapat 

mengantisipasi bagi responden yang tidak objektif dalam mengisi 

kuisioner.  

5. Bagi Pemerintah desa di Kecamatan Tirto bisa meningkatkan 

akuntabilitas, dan transparansi terkait pengelolaan dana desa sehingga 

masyarakat lebih mengetahui mengenai penyelenggaraan kebijakan 

pemerintah desa. 
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D. Implikasi Teoritis Praktis 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang “kompetensi 

aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta 

good governance". Selain itu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat 

pada ilmu pengetahuan yang terkait dan bisa berkontribusi dalam 

pengelolaan pemerintahan. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini bisa berimplikasi bagi pemerintah agar tata kelola 

suatu wilayah bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini 

juga dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan 

evaluasi di pemerintahan desa kecamatan Tirto terutama dalam hal terkait 

tata kelola wilayah yang baik.  
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